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BABI

PENDAHULUAN

A.LatarBelakang

Ekonomiadalahmerupakansalahsatuaktivitastertuadi

dunia, secara sederhana ekonomi adalah kegiatan untuk

memenuhikebutuhanhidupmanusiasehari-harihinggasaatini

punkegiatantersebutmasihdilakukan.Dariawalmasaturunnya

NabiAdam danistrinyakemukabumisebagaimanusiapertama

yangmenghunibumimenurutkepercayaanumatIslam. Saat

dimasaituNabiAdam danHawaditurunkandibumisecara

terpisah,selamadibumiiniHabiAdam dan Hawa memulai

kegiatanekonomiuntukmemenuhikebutuhanhidupnyabaikdari

kebutuhanprimer,sekunderdantersieryangdiambillangsung

darialam,untukmemenuhikebutuhanhidupnyatersebutmereka

mencariyangdiperlukandarialam.Apabilapersediaansumber

daya mulaimenipis maka mereka mulaimencarikembali

kebutuhan tersebutsehingga mereka menggunakan sistem

nomaden(hidupsecaraberpindah-pindahtempattinggal)guna

memenuhi kebutuhan hidupnya, hingga mengalami

berkembangan dengan berganti cara hidup mulai tinggal

menetap disuatu tempat tinggalyang permanen dengan

mengatasikesulitan ketersediaan sumberdaya alam dengan

caramengolahdanpemberdayaannyasehinggatidakperluhidup
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secaranomaden.2

Manusia terus berkembang mengikutiperkembangan

zaman dan tuntutan kebutuhan kehidupan yang semakin

meningkatterutamadibidangekonomihalinikarenamanusia

semakin konsumsifdalam berbagaimemenuhikenyamanan

kebutuhan hidup yang kian berkembang,sifatmanusiainilah

yangmembuatekonomimerupakanpenopangkehidupandari

suatu wilayah maupun negara.Istilah ekonomijuga dikenal

dalam agama islam juga memiliki sejarah panjang yang

menyumbang darisejarah penyebaran agama islam hingga

sampaikenusantara.MenurutseorangahliekonomibernamaM.

UmerChapra berpendapatbahwa ekonomiIslam merupakan

suatu ilmu yang berkontribusi dalam upaya mewujudkan

gambaran kebahagiaan manusia dalam mendistribusikan dan

memenejemensumberdayayangadadalam ruanganlingkup

ajaran Islam yang menjaga setiap individu dalam mengatur

perilakumakroyangberkesinambungandengankeseimbangan

lingkungan.3

Waktu yang kini mulai bergulir beriringan dengan

perkembangan kegiatan masyarakat dibidang ekonomi,

menyikapiperkembanganekonomiyangterjadijuga mulailahir

2 MustafaEdwinNasution,dkk.(2006).PengenalanEksklusifEkonomiIslam.
Jakarta:Kencana.16
3 Yulkarnain Harahab,“Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara
EkonomiSyariah,”(Yogyakarta:MimbarHukum,2008).112.
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pula persoalan yang timbulmenjadidasar/awaldibuatnya

peraturan atau hukum baru yang bertujuan untuk menjawab

permasalahan yang timbul serta meminimalisir terjadinya

permasalahanyangserupadalam hubunganperseoranganatau

masyarakathinggamempengaruhijalannyakehidupansehari-

hari,dengan demikian para pihak berkuasa atau pemerintah

meluncurkan sebuah aspirasiyang dituangkan dalam sebuah

aturan perundang-undangan guna menjamin kesejahteraan

masyarakat.

Dalam menjaminkesejahteraanmasyarakatpemerintah

tidakhanyamengawasijalannyadistribusiekonomi,tapijuga

tiang-tiangpenopangperekonomiansepertilembaga–lembaga

keuangan yang makin bermunculan dan berkembang baik

lembaga keuangan konvensionalmaupun lembaga keuangan

berbasissyariahjugamemerlukandasarhukum yangmampu

mengatasipermasalahanmaupunsengketayanghadirdalam

proses pelayanan jasanya dalam kehidupan bermasyarakat.

Terutama diIndonesia sendiriyang mayoritas penduduknya

beragamaIslam tentusajalembagakeuangandanperbankan

syariah juga mengalami perkembangan yang memerlukan

pengawasanagardapatmeminimalisirsengketaantaralembaga

keuangan dengan nasabah yang memakai jasa lembaga

keuanganyangbersangkutan.
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Hukum tidak hanya menjadisebuah pembatas hal-hal

yang boleh dilakukan ataupun sebaliknya darisuatu subjek

hukum hukum.Hukum juga berfungsisebagaiwadah yang

mengakomodasisebuah permasalahan hingga menemukan

penyelesaiandarisebuahperselisihanatassebuahkepentingan.

Begitu pula diharapkan hukum mampu menyelesaikan

permasalahan sengketa ekonomisyariah yang terjadidalam

kehidupanmasyarakat.Makadariitudiperlukansuatulembaga

khususuntukmenanganipenyelesaianpermasalahanekonomi

syariahyangterpercayadanberkualitasdibidangnyadenganhal

iniyakniperkaraekonomisyariahsepertijalurperadilanmaupun

jalurnonlitigasi(diluarpengadilan).4

KewanganPengadilanAgamasendirisudahdiaturdalam

pasal49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Pengadilan Agama.Dalam pasaltersebutdijelaskan bahwa

tugasdanwewenangyangdimilikiolehpengadilanagamayakni

memeriksa,memberiputusandanmenyelesaikansemuaperkara

ditingkatpertama warga negara beragama Islam dibidang

perkawinan,waris,wasiat,hibahsertawakafdanshadaqahyang

dilakukan berdasarkan hukum Islam.Kemudian wewenang

pengadilan agama diperluas setelah diresmikannya Undang-

Undang Nomor 03 Tahun 2006 dalam pasal 49 yang

4
Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah,

(Jakarta:SinarGrafika,2014).134
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menambahkanmeliputibidangekonomiyaknizakat,infakdan

ekonomisyariahkedalam wewenangpengadilanagama.5

Dalam penambahan wewenang pengadilan agama

tersebut ditambahkan perkara “ekonomisyariah”.Ekonomi

syariah yang dimaksud disiniadalah suatu tindakan atau

perbuatan usaha yang dilakukan untukmemenuhikebutuhan

yangdilakukanberlandaskanhukum Islam atausyariah.Dalam

UU Nomor03 Tahun 2006 dalam Pasal49 makna ekonomi

syariahdisinimeliputi:PertamaBanksyariah;keduaLembaga

Keuangan Mikro syariah;ketiga Asuransisyariah;keempat

Reasuransisyariah;kelimaReksaDanasyariah;keenam Obligasi

syariahdansuratberhargaberjangkamenengahsyariah;ketujuh

Sekuritassyariah;kedelapan Pembiayaan syariah;kesembilan

Pegadaiansyariah;kesepuluhDanapensiunlembagakeuangan

syariah;kesebelasBisnissyariah.

DengandisahkannyaUU Nomor03Tahun2006,secara

resmi pengadilan agama berwenang untuk menyelesaikan

perkara-perkaradalam bidangekonomisyariah.Namunmasih

jalurlain yang dapatditempuh untukmenyelesaikan perkara

penyelesaiansengketaekonomisyariahyaknijalurnon-litigasi.

Jalurnon-litigasiyang bisa ditempuh melaluilembaga non

peradilan yakni melalui lembaga arbitrase dan alternatif

5DikutipdariUndang-UndangNomor3Tahun2006tentangPengadilanAgama.
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penyelesaiansengketa.Terdapatbeberapapilihanyangdapat

diambiluntukmenyelesaikanperkarasengketaekonomisyariah

inimasing-masingjaluryangditempuhmemilikikelebihandan

kekurangannya masing-masing. Dikarenakan beberapa opsi

pilihan yang dapatdipilih inilah masyarakatcenderung akan

memilihjaluryangpalingdipercayadandirasakompetendalam

menyelesaikanperkarasengketaekonomisyariah.Halinijuga

berlaku bagipengadilan agama sebagaiwadah penyelesaian

perkara-perkaraekonomisyariahyangdibuatolehpemerintah

demimelayanimasyarakat dengan berbagaipermasalahan

kepentingan yang berbeda-beda. Dari tanggungjawab dan

wewenangnya pengadilan agama hanya berkecimpung dalam

ruang lingkup ilmu keluarga Islam berisimateri-materiyang

diangkutsepertiperkawinan;waris;wasiat;hibahdanwakaf.6

Tentusajaparahakim pengadilanagamasudahmenguasaiilmu

keluargaislam bahkanbisadibilangkompetendalam bidangini.

NamunsekarangruanglingkupPengadilanAgamadiperluasdi

bidangekonomisyariahyangmemilikidasarilmuyangberbeda.

Haltersebut menjadikan pertimbangan dan pertanyaan di

masyarakat, bagaimana pengadilan agama menyelesaikan

perkaraekonomiyangkinimenjadiwewenangpengadilanagama

setelah peresmian diresmikannya Undang-Undang Nomor03

6 Amran Suadi,Penyelesaian Sengketa EkonomiSyariah Penemuan dan Kaidah
Hukum,Jakarta:PrenadamediaGroup,2018).33
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Tahun2006dalam pasal49.Penelititertarikmenelitipenyelesain

perkaraekonomisyariahmelalauijalurlitigasiataupengadilan,

penelitimenganalisissalahsatuprodukdaripengadilanyakni

putusan nomor238/Pdt.G/2022/PA.Sda tentang pembiayaan

murabahahPengadilanAgamatingkat1aSidoarjo.

Dalam hasil putusan Pengadilan Agama Nomor

238/Pdt.G/2022/PA.Sda yangmenyelesaikansengketaantara

nasabahdenganbanksyariahdenganpermasalahpadaawal

perjanjianpembiayaanmurabahahyangtelahdisepakati.Namun

adamasalahdalam pelunasanansuranolehnasabahhinggaada

pelelanganasetnasabahberupasebidangtanahsecarasepihak

yang dilakukan oleh pihak bank syariah.Mendapatikejadian

tersebutpihak nasabah merasa dirugikan dan mengajukan

gugatan kePengadilan AgamaSidoarjo untukmenyelesaikan

sengketayangterjadisertamenuntutgantirugiataskerugian

yang diterima nasabah.Dalam runtutan duduk perkara yang

sudahdilewatidalam prosespersidanganpenelitimenemukan

kejangalandibagianpelelamganolehpihakbankpadaUUNomor

4Tahun1996yangmembuatperkarainimenarikuntukdibahas.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin menelitilebih

lanjuttentang pelangan yang terindikasitidaksesuaidengan

proseduryangseharusnyasertamenganalisishasilputusanyang

dikeluarkan oleh hakim sudah tepat untuk menyelesaikan
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perkaraini.Makadariitupenulistertarikmembuatpenelitian

tentang “ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PADA

PUTUSAN NOMOR 238/Pdt.G/2022/PA.Sda PEMBIYAAAN AL-

MURABAHAH (STUDY KASUS DIPENGADILAN AGAMA 1A

SIDOARJO)”.

B.RumusanMasalah

Berdasarkanpemaparanlatarbelakangyang dijelaskan

sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan beberapa

masalahsebagaiberikut:

1.Bagaimanakah Mekanisme Pelelangan yang terjadipada

penyelesaian perkara pembiayaan al-murabahah putusan

Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Sda pada Pengadilan Agama

Tingkat1ASidoarjo?

2.Bagaimanaanalisisyuridispertimbangandanputusanhakim

dalam penyelesaian perkara pembiayaan al-murabahah

ekonomi syariah pada putusan Nomor

238/Pdt.G/2022/PA.Sda?

C.TujuanPenelitian

Daripemaparan latarbelakang dan rumusan masalah

yangditemukan,makadalam studipenelitiankaliinitersusunlan

tujuanpenelitiansebagaiberikut:

1.UntukmengetahuiMekanismePelelanganyangterjadipada
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penyelesaian perkara pembiayaan al-murabahah putusan

Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Sda pada Pengadilan Agama

Tingkat1ASidoarjo

2.Untukmengetahuianalisisyuridispertimbangandanputusan

hakim dalam penyelesaianperkarapembiayaanal-murabahah

ekonomi syariah pada putusan Nomor

238/Pdt.G/2022/PA.Sda.

D.KegunaanPenelitian

Manfaatyangdapatdiambildaripenelitianiniadalah:

1.ManfaatTeoritis

Diharapkan daripenelitian inimampu bermanfaat

sebagaipenambah pengetahuan maupun refrensiPustaka

bagiparapembacasertadalam membatupengembangan

ilmu.

2.ManfaatPraktis

a.Penulis

Mampu menambah wawasan dan memperdalam

polaberfikirsecarasistematisdankritissaatmenemukan

temuanpermasalahanyangmampudialokasikansaat

menerapkanteori-teoriilmuekonomiterutamaberkaitan

dengan ekonomiIslam (syariah)yang didapatselama

mengenyam bangkuperkuliahan.

b.Pembaca
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Untuk para pembaca penelitian inidiharapkan

bukansekedarmenambahwawasansertarefrensinamun

juga bisa berguna untuk melanjutkan penelitian yang

serupadimasadepan.

c.Masyarakat

Diharapkandaripenelitianinimampumemberikan

wawasan serta kepercayaan bagimasyarakatbahwa

permasalahanekonomiterutamauntukekonomisyariah

bisa diselesaikan melalui jalur yang dirasa lebih

terpercayadankompetentergantungdengankebutuhan

masyarakat,diharapkantidakhanyamasyarakatsidoarjo

menambah kepercayaan terhadap pengadilan agama

namununtukseluruhwarganegaraIndonesia.

d.Lembaga

Diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap lembaga yang bersangkutan

terutama Pengadilan Agama Tinggi1A Sidoarjo dan

lembaga keuangan syariah lainnya dalam mengambil

kebijaksanaan dalam performa kualitas pelayanan

masyarakatdimasayangakanmendatang.

E.PenelitianTerdahulu

Berdasarkan paparan latar belakang dan rumusan

masalahdiatasmakapenelitimencarihasilpenelitian-penelitian
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sebelumnya yang berhubungan dan masih relevan dengan

penelitian ini,sebagaibahan refrensidan tambahan dari

penelitiansebelumnyayangmemilikikaitandenganjudulskripsi

yangsedangdituliskaliini.

1)Skripsikarya Riska Fadila (Universitas Muhammadiyah

Makassar, 2020) dengan judul “Analisis Yuridis

PenyelesaianKasusEkonomiSyariahTentangPerbankan

SyariahDiPengadilanAgamaKelas1AKotaMakasar”,dari

hasilpenelitianinidapatdiambilkesimpulanbahwayang

pertamatentangjuknispersidangankasusekonomisyariah

terutamakasusperbankan syariah diPengadilan Agama

Tingkat1A mengalamipenyesuaianberdasarkanUndang-

UndangNomor3tahun2006Pasal49huruf(i)yaknidalam

juknistersebutdijelaskansecararuntutdansistematisdari

prosedurpengaduanpengaduan hingga diangkatsebagai

kasuspersidanganhinggadijatuhkanamarputusanuntuk

perkaratersebut.Yangkeduadalam prosespenyelesaian

perkara ekonomisyariah perihalperbankan syariah di

PengadilanAgamaKelas1AKotaMakassarmemilikidua

tahapandalam prosespenyelesaiannyayakni,yangpertama

pra-persidangan diawaldengan pendaftaran perkara ke

pengadilan, ditunjuknya penetapan majelis hakim,

ditetapkannya panitera sidang,ditentukannya harisidang
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serta pemanggilan para pihak yang bersangkutan atau

bersengketa,tahap yang kedua yaknitahap persidangan

seusaiprosedurantaralainacarapemeriksaanpersidangan

istimewaapabilaperkaradibatalkan,perkaraverstekdan

perkara digugurkan,berikutnya ada acara pemeriksaan

persidangan biasa, apabila kedua belah pihak atau

diwakilkan oleh kuasanya hadirpada haripersidangan

pertama dan persidangan berikutnya namun sebelum

persidangandilakukanlahprosedurperdamaianmelaluijalur

mediasi,yang ketiga Pengadilan Agama Tingkat1A

Makasarmenyadariakanperlunyaperbaikandarisegimutu

dan intergrasidarihakim yang mengurusipenyelesaian

sengketa ekonomisyariah sehingga dapatmeningkatkan

kepercayaanmasyarakatkepadaPengadilanAgamaKota

Makassar.7

Penelitian yang sedang ditelitimemilikikesamaan yakni

fokuspenekian berfokuspada pada putusan Pengadilan

Agama tentang pnyelesaian sengketa ekonomisyariah

besertapertimbanganhakim berdasarkanputusantersebut.

Sedangkanperbedaanyangadapadapenelitianiniyakniisi

perkarapadaputusanPengadilanAgamaSidoarjoNomor

238/Pdt.G/2022/PA.Sda tentangpenjualanasetnasabah

7 Riska Fadila, "Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus EkonomiSyariah Tentang
PerbankanSyariahDiPengadilanAgamaKelas1AKotaMakasar",SkripsipadaFalkutas
AgamaIslam UniversitasMuhammadiyahMakassar(UMM ),2020
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secarasepihak(wanprestasi)olehbanksyariah.

2)SkripsikaryaSitiRosyidatulHasanah(IAINPonorogo,2020)

dengan judul,”Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian

PerkaraEkonomiSyariahDalam PutusanPengadilanTinggi

Agama Semarang Nomor 160/PDT.G/2014/PTA.SMG

TentangPembiayaanIjarahMultijasa,dalam penelitianini

mengangkat beberapa rumusan masalah diantaranya

adalah dalam hasilpenelitianinidapatdiambilkesimpulan

bahwa yang pertama dalam amarputusan Pengadilan

TinggiAgamaSemarangNomor160/Pdt.G/2014/PTA.Smg

yangberisipenyelesaianperkarasengketaekonomisyariah

tentang pembiayaan Ijārah multijasa sudah sesuaidan

terpenuhidenganketentuanisiatauintisaridaripasal1dan

pasal5 Undang-Undang Nomor14 Tahun 1970 tentang

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah di

perbaruidengan disahkannya Undang-Undang Nomor48

Tahun 2009,hakim yang menyelesaikan perkara sudah

sesuaidengan prosedurdan kuasa wewenang profesi

sebagaihakim.Yang kedua dapatdisimpulkan bahwa

pertimbanganhakim dalam penyelesaianperkaraekonomi

syariah Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg Tentang

PembiayaanIjārahMultijasasetelahdiperinciintisaridari

perkara initerdapathal-halyang menjadipertimbangan
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hakim dalam pengambilanputusandiantaranyayaknirincian

tanggungan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para

Tergugat-Para pembanding. Maka dengan demikian

pertimbangan yang digunakan oleh hakim sudah sesuai

denganisidariPERMANo02Tahun2008tentangKompilasi

Hukum EkonomiSyariahdalam pasal21huruf(fdanh)yang

mengacu pada “kesetaraan/taswiyah”yang mana pihak

yangterlibatdalam akadmemilikikedudukanyangsama

dan “Kemampuan”yang mana para pihakyang berakad

harussesuaikemampuannyahinggatidakmenjadisebuah

beban untuk pihak lain.Kemudian pada pasal37 yang

makna yang tertuang didalamnya sesuaidengan hasil

pertimbanganyakni“akadingkarjanji”dapatdigambaran

sebagaiadanya sebuah suratperjanjian yang memiliki

tenggatwaktu pemenuhan perjanjian namun salah satu

pihak tidak mampu memenuhiisidariperjanjian atau

melewatibataswaktuyangtelahdijanjikan.Pertimbangan

berikutnyapadapasal39huruf(b)dijelaskandendaganti

rugidapatterpenuhiapabila suatu prestasiyang harus

dipenuhisaatitujugaatauhanyabisadipenuhidengan

tenggat waktu tertentu atau telah lampau. Maka

pertimbanganyangdilakukanhakim sudahsesuaidengan

ketentuanyangadajugasesuaidenganwewenangkuasa
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yang dimiliki.8 Penelitian yang sedang ditelitimemiliki

kesamaan yaknifokus penekian berfokus pada pada

putusanPengadilanAgamatentangpnyelesaiansengketa

ekonomisyariahbesertapertimbanganhakim berdasarkan

putusan tersebut.Sedangkan perbedaan yang ada pada

penelitian iniyakniisiperkara pada putusan Pengadilan

Agama Sidoarjo Nomor238/Pdt.G/2022/PA.Sda tentang

penjualanasetnasabahsecarasepihak(wanprestasi)oleh

banksyariah.

3)SkripsikaryaAffifah Tazkia ParamythaElrazi(UINSUSKA

Riau,2022) dengan judul,“Analisis Terhadap Putusan

GugatanSederhanaTentangSengketaEkonomiSyariahDi

PengadilanAgamaPadang(StudiPutusanPerkaraNomor

0309/Pdt.G/2017/PA.Pdg)”, dalam penelitian ini

mengangkat beberapa rumusan masalah diantaranya

adalah dalam hasilpenelitianinidapatdiambilkesimpulan

bahwa yang pertama dalam hasilputusan Pengadilan

Agama Nomor0309/Pdt.G/2017/PA.Pdg,saatdianalisis

terdapat fakta hukum dalam masa persidangan yakni

terjadinya“errorinpersona”,haliniterjadisuatukondisi

adanya pihaklain atau pihaklain yang tiba tiba terlibat

8 SitiRosyidatulHasanah,"AnalisisYuridisTerhadapPenyelesaianPerkaraEkonomi
Syariah Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor
160/PDT.G/2014/PTA.SMGTentangPembiayaanIjarahMultijasa",SkripsipadaFalkutas
Hukum EkonomiSyariahInstitutAgamaIslam Negeri(IAIN)Ponorogo,2020
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dalam perkara tersebut.Menyikapifakta tersebuthakim

tidak bisa menyelesaikan perkara inidikarenakan sudah

keluar daritata cara penyelesaian gugutan sederhana

sehinggahakim harusmenjatuhkanputusanuntukmenolak

seluruh gugutan penggugat. Meskipun penggugat

mengajukankeberatan namunhasilputusan darimajelis

hakim tidakberubah.Hasilyang telahdiputuskanhakim

pada perkara Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Pdg, dapat

dianalisisdidasariolehdasarhukum yangsesuaidengan

peraturanperundang-undangandiantaranyaUndang-Undang

Nomor7Tahun1989dandiperbaruidengandisahkannya

Undang-UndangNomor3Tahun2006tentangPengadilan

Agama dan penjelasanya yang memiliki beberapa

Pembaruan. Kemudian undangan undang yang yang

membahasperbankansyariahsesuaidarisubtansiUndang-

UndangNomor21Tahun2008,kemudiandasarhukum yang

digunakanuntukmasalahpenyelesaianGugatanSederhana

dan (Rechtreglement voor de Buitengewesten) sesuai

dengan isidariPERMA Nomor2 Tahun 2015 yang di

perbaruisetelahdisahkannyaPERMANomor4Tahun2019

yang dalam perkara inimemuatmengenaipembebanan

biaya perkara.9 Penelitian yang sedang ditelitimemiliki

9 Affifah Tazkia ParamythaElrazi,"AnalisisTerhadapPutusanGugatanSederhana
TentangSengketaEkonomiSyariahDiPengadilanAgamaPadang(StudiPutusanPerkara
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kesamaan yaknifokus penekian berfokus pada pada

putusanPengadilanAgamatentangpnyelesaiansengketa

ekonomisyariahbesertapertimbanganhakim berdasarkan

putusan tersebut.Sedangkan perbedaan yang ada pada

penelitian iniyakniisiperkara pada putusan Pengadilan

Agama Sidoarjo Nomor238/Pdt.G/2022/PA.Sda tentang

penjualanasetnasabahsecarasepihak(wanprestasi)oleh

banksyariah.

4)SkripsikaryaDizaAlfiAmalia(UINSUNANAMPELSurabaya,

2020)dengan judul,“Analisis Hukum Islam Dan Yuridis

Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian

Sengketa Murabahah Pada Putusan Pengadilan Agama

MojokertoNO.1156/Pdt.G/2018/PA.Mr”,dalam penelitianini

mengangkat beberapa rumusan masalah diantaranya

adalah:Dalam hasilpenelitianinidapatdiambilkesimpulan

bahwa yang pertama Dalam perkara

No.1156/Pdt.G/2018/PA.Mr memilikifakta hukum yang

sesuaisubtansidari“NeitOnvantkelijk“Ataugugatandari

penggugat tidak diterima oleh hakim dikarenakan isi

gugatan tersebutmelanggarkompetensirelatif(karena

sudahkeluardariwilayahkewenanganPengadilanagama

mojokerto) yang mana penyelesaian sengketa akad

Nomor0309/Pdt.G/2017/PA.Pdg)",kripsipada Falkutas Hukum EkonomiSyariah
UniversitasIslam Negeri(UIN)SUSKARiau,2022
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perjanjianmurabahahterjadidiPengadilanNegeriSurabaya.

Kemudiankesimpulanberikutnyadalam prespektifhukum

Islam padaperkaraNomor1156/Pdt.G/2018/PA.Mrtentang

akadmurabahahsudahbenarberdasarkanrukundansyarat

dalam Perjanjian murabahah tersebutdengan demikian

hakim berpendapat bahwa putusan perkara Nomor

1156/Pdt.G/2018/PA.Mrsudahsesuaidenganhukum Islam.

KemungkinanditinjaudarisegiyuridispadaperkaraNomor

1156/Pdt.G/2018/PA.Mr perbankan syariah tidak

diperbolehkan menyelesaikan sengketa inike pengadilan

umum berdasarkankeputusanMahkamahKonstitusiNomor

93/PUU-X/2012makadariituyangberwenangmemutuskan

perkara iniialah Pengadilan Agama.10 Penelitian yang

sedang ditelitimemilikikesamaan yaknifokus penekian

berfokuspada pada putusan Pengadilan Agama tentang

pnyelesaian sengketa ekonomi syariah beserta

pertimbangan hakim berdasarkan putusan tersebut.

Sedangkanperbedaanyangadapadapenelitianiniyakniisi

perkarapadaputusanPengadilanAgamaSidoarjoNomor

238/Pdt.G/2022/PA.Sda tentang penjualan asetnasabah

secarasepihak(wanprestasi)olehbanksyariah.

10DizaAlfiAmalia ,"AnalisisHukum Islam DanYuridisTerhadapPertimbanganHakim
Dalam PenyelesaianSengketaMura>bah}ahPadaPutusanPengadilanAgamaMojokerto
NO.1156/Pdt.G/2018/PA.Mr",skripsipadaFalkutasHukum EkonomiSyariahUniversitas
Islam Negeri(UIN)SUNANAMPELSurabaya,2020


